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A. Nama Mahasiswa : Rahma Jelita Amru Setiawan 

B. NPM 213300516054 

C. Judul Skripsi : Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan 

Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 

2023 Kaitanya Dengan UU Nomor 37 Tahun 

2004) 

D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar : xii, Halaman Isi : 98 , Tahun 

Pembuatan 2024 - 2025 

E. Isi Abstak : 

Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme 

hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di Indonesia, Namun, 

pelaksanaan permohonan Pailit dan PKPU dihadapkan tantangan, terkait dengan 

ketidaksesuaian antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2004. SEMA mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pailit 

dan PKPU yang seharusnya mempermudah proses hukum, tetapi dalam kenyataannya 

malah menyulitkan kreditur dalam menuntut hak mereka. Khususnya dalam kasus 

pengembang apartemen/rumah susun. Rumusan masalah yang diangkat adalah 

bagaimana ketidaksesuaian dan dampak SEMA terhadap praktik hukum dan hak 

kreditur dalam permohonan kepailitan. Tujuannya mengidentifikasi dampak dari 

ketidaksesuaian tersebut terhadap praktik hukum kepailitan dan memberikan 

rekomendasi untuk reformasi regulasi yang lebih adil dan efektif, demi menjaga 

kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dan debitur di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA menghambat 

akses kreditur untuk menuntut hak dalam keadailan dan ketidakpastian hukum, yang 

berpotensi merugikan konsumen serta stabilitas industri properti.  
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of Debt Payment Obligations (Analysis of 
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Number 37 of 2004) 

 

D. Number of Pages : Introduction Page : xii, Contents Page : 98, 

year of manufacture 2024-2025 

E. Abstract Contents : 

Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are legal mechanisms 

regulated in Law No. 37 of 2004 in Indonesia. However, the implementation of 

Bankruptcy and PKPU applications is hampered, related to the inconsistency between 

the Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 3 of 2023 concerning the Enforcement of 

the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 

2023 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court with Law No. 37 of 

2004. SEMA concerning simple proof in bankruptcy and PKPU applications which 

should simplify the legal process, but in reality actually make it difficult for creditors to 

claim their rights. Especially in the case of apartment/flat developers. The formulation 

of the problem raised is how the inconsistency and impact of SEMA on legal practices 

and creditors' rights in bankruptcy applications. The aim is to identify the impact of 

these inconsistencies on bankruptcy legal practices and provide recommendations for 

fairer and more effective regulatory reforms, in order to maintain legal certainty and 

protection for creditors and debtors in Indonesia. The research method used is 

normative juridical with a regulatory and contextual approach. The results of the study 

indicate that SEMA hinders creditors' access to claim rights in justice and legal 

intimidation, which has the potential to harm consumers and the stability of the property 

industry. 
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